KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

. Pascaputusan Haris-Fatia: Kriminalisasi Pasal Karet Masih Mengancam
: Rabu, 10 Januari 2024

: Kompas
3

PASCAPUTUSAN HARIS-FATIA
Kriminalisasi Pasal Karet
Masih Mengancam

JAKARTA, KOHMPAS — Meskipun
Fatia Maulidivanti dan Flanis
Azhar, vang oermah dijerat pa-
sal karel TTodansT Tend
formas dan Transzkss
tromik, dinyatakan bhebas aloh
Pengodilan MNezeri Jaliarta Ti
mur, Senin (81720243 hinpga
kini masih adas kordban krimi-
nalisasi Undang- Undanp In-
formasi dan Transolksi Elck
tromik yang terancar hukum-
an,

Bordosarkan catsban Insti-
tote foe Criminsl Justior Re-
form (ICJHD.  REmega akbare
20r23, mesih ada o ar-armma

Bintatar Sinage, Scptian Dhawi
TPertiwi, dan Daniel Frits M
Tankilisau.

Oleh  karena atu.  peneliti

ICJR. Nur Ansar, Selasa (971).
menyatakan, pasal karct TTn
danp-TTndang Tnformasi dan
Twansaksi Elektronik (L]
ITE) tidak hanyva rentan me-
myvasar kelompok kritis seperti
aktivis NMasvarakat biasa pun
Lisa terancam. Selain masih
adanva pasal-pasal karct di re
visi kedua TILT TTE, juga ada
ancaman senada di Kitab Un-
dong-undang Hukum Pidana
(KITHT) yang baru.

Bintatar Sinaga sebelum-
nypa sebagal tersangka peng-
hinaan atau poncemaran na-
ma baik sesuail Pasal 27 Awat
(30 UL I'TE: Pasal 310, 311, dan
315 KUHP karena kritikmya
terhadap mantan pejabat di
kampusnya.

Septia Dwi Pertiwi juga di-
laporkan atasannva dan dite-
ta plkan sehogal tersangkn k-
rena mengeluhkan pengalam-
an kerjamya di kantor lewat

media sosial

Adapun Daniel Frits Tanki-
lisan, aktivis lingkungan Pulaa
Karimunjawa, dijadikan ter-
sangka dengan Pasal 28 Awyat
(2) UUITE karcna menghkritik
kebijakan tambak udang yang
merusak hngkungan.

Menurut Nur, kasus-kasus
ini hanya menjadi sedikit dari
banyaknya kasus kriminal sasi
T ITE lainnyva yang kerap
kali terjadi dan menyerang ru-—
ang kritis Khusus kasus Bin-
tatar  Sinaga, MNur  menilai
penggunaan pasal karet UU
ITE jadi junggal kirena kor—
ban menyampaikan kritikny=a
melalui orasi di muka umum,
bukan media sosial dakuun
lingkup digital,

Lebih jauh. lanjut Nur, vo-
nis  bebas Fatia-Haris bisa
menjadi secercah harapan ba-
gi perlindungan kebebasan si-
pil, cermasuk kebebasan ber-
pendapat dan berekspresi.
Pertimbangan majehs hzkim
vang menegaskan kritik ter-
hadap pejabat atau kebjak-
annya sebhuah keniscayaan de-
mokrasi harus jadi preseden
penvelesaian kriminalisas.
Terus berlanjut

Direktur Eksekutif Safenet
MNenden Sekar Aruwm menua-
LLII'I'(.EL[I, FHIBRE-=F R AT RE k.el:u lJ:I_"‘E-:—_'LI]
berpendapat don berekspres:
mas:h akan terus berlanjut.
Banvak koasus  kriminalisasi
yang tidak tersorot media dan
mendapat atensi publik se-
hinpgga tekanan publik agar
kortan kriminadisasi menda-
pat keadilan masih minim.

Ironisnya, revisi kedua UU

ITE yang bauwu saja disabhikan
oleh DPR masih memunt pa-
sal-pasal bermasalah. seperti
pence maran dan penyerangan
nama baik, ujaran kebencian,
informasi palsu, dan pemu-
tusan akses. Pasal-pasal ber-
masalah itu akan memper-
panjang ancaman publik men-
dapatkan informasi serta halk
kebebasan berekspresi.
Safcencet, wjar Nenden, me
nemukan bahwa revisi kedua
UU ITE atau UU Nomor 1
Tahun 2024 wvang ditanda-
tangani Presiden Joko Wido-
do masih mempertahankan
pasal-pasal karet.
Doktrin kebebasan sipil
Pengajar Hukum Univer-
sitas Gadjah Mado, Herlam
hang P Wiratraman, mengata-
kan. masyarakat memang pa-
tut khawatir dengan KUHP
baru dan revisi kedua UL ITTE
yvang masih mengancam ke-
bebasan sipil. UUndang-undang
diskriminatif yvang mengadop-
si hukum draconian itu bisa
memperburuk situasi demo-
krasi. "Ke depan, perlu dipi-
kirkan bagaimana instrumen
hukum dibuat sejalan dengan

doktrin kebebasan sipil dan
berpendapat,” ucapnya.
Terkait Haris dan  Fatia

vang membawa pasal pence-
maran nama baik di Mahka-
mah Konstitusi, Herlambang
menilai, gugatan itu tak akan
berdampak signifikan karena
vang digugat pasal di UU ITE
vang lama. Sementara pem-
bentuk undang-undang sudah
mengesahkan revisi kedua UTLT
ITE. (DEA)
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